
 
 
 

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH 
 

NOMOR 100.3.3.1/114 TAHUN 2026  
 

TENTANG 
 

PEMBERIAN PENGHARGAAN PREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI  
KEPADA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025 

 
GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 
Menimbang : a. bahwa guna terwujudnya birokrasi yang berdaya saing, 

pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta kualitas 
pembangunan zona integritas pada unit kerja/satuan 
kerja di instansi pemerintah, perlu memberikan 
apresiasi kepada unit kerja/satuan kerja yang telah 
berhasilmembangun zona integritas; 

  b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Panel Tim 
Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi 
(WBK) Secara Mandiri Inspektorat Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2025, telah dilakukan penilaian terhadap unit 
kerja/perangkat daerah dan perlu diberikan 
penghargaan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi 
(WBK) mendasarkan penilaian dimaksud; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Keputusan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan 
Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi kepada Perangkat 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3874) sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 

2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4250); 
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6856) 

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang 
Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang 
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 
tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas 
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani di  Insansi Pemerintah 
(Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 
Nomor 1571) sebagai telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 
Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang 
Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju 
Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani di  Insansi Pemerintah (Berita 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 444); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 
Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran 
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11, 
Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 
173); 

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 
194 Tahun 2025 tentang Instansi Pemerintah 
Pelaksana Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah 
Bebas dari Korupsi Secara Mandiri Tahun 2025; 

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 
2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah 
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 36); 

 
Memperhatikan : Berita Acara Rapat Panel Tim Evaluasi Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Secara Mandiri 
Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025. 
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MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : 
 
KESATU : Memberikan penghargaan Predikat Wilayah Bebas dari 

Korupsi kepada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun 2025, kepada: 

1. Badan Kepegawaian Provinsi Jawa Tengah; 

2. Balai Kesehatan Indera Masyarakat Provinsi Jawa 
Tengah; 

3. Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat 
Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. 

 
KEDUA : Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam 

diktum KESATU telah layak mendapatkan predikat Wilayah 
Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025. 

 
KETIGA :  Penerima penghargaan sebagaimana dimaksud dalam 

diktum KESATU, diberikan piagam penghargaan dari 
Gubernur Jawa Tengah. 

 
KEEMPAT :  Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah 
Tahun Anggaran 2025. 

 
KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

ditetapkan. 
 

Ditetapkan di   Semarang 

pada tanggal 30 April 2026 

 

          GUBERNUR JAWA TENGAH, 

 

  ttd 

 

      AHMAD LUTHFI 

 

  SALINAN :  Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth : 
1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia; 
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia; 
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah; 
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah; 
5. Para Asisten SEKDA Provinsi Jawa Tengah; 
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah; 
7. Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; 

8. Para Penerima Penghargaan. 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya  
${jabatan_pengirim},          
 
 
 
       ${ttd_pengirim}    
 
 
 
${nama_pengirim}  
Pembina Utama Muda  
NIP. ${nip_pengirim}   
 

Haerudin, S.H., M.H.

Kepala Biro Hukum

197007291996031001

${ttd}
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